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ABSTRAK 
Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2012 di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle 
sebanyak satu orang (7,9/100.000 KH) yang disebabkan oleh perdarahan dan jumlah kematian bayi 
juga meningkat pada tahun 2012 di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle sebanyak 26 orang (4,7/1.000 
KH), dimana kematian bayi tertinggi disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan 
Asfiksia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam 
penelitian ini adalah kepala bidang pelayanan medik, kepala subbagian program dan perencanaan, 
penanggung jawab PONEK, dan empat petugas pelaksana PONEK rumah sakit.Informan dipilih 
menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya belum 
efektif. Struktur birokrasi sudah jelas, tetapi terdapat Standard Operating Prosedure (SOP) 
pendelegasian wewenang yang belum ada di unit PONEK. Komunikasi petugas PONEK belum 
mampu menjelaskan PONEK secara definitif. Disposisi dilaksanakan dengan baik, tetapi kebijakan 
rumah sakit belum menerapkan reward, serta kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana 
PONEK belum memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan PONEK rumah sakit. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, maka disarankan agar pihak rumah sakit dapat memperbarui sumber daya, struktur 
birokrasi, komunikasi, dan disposisi rumah sakit. 
Kata kunci: Evaluasi, Implementasi Kebijakan, PONEK, Rumah Sakit. 
 
ABSTRACT 
The number of maternal deaths increased in 2012 at RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle as 
many as one  person (7,9/100.000 KH) and The number of infant deaths increased in 2012 at RSUD 
Haji Padjonga Daeng Ngalle as many as 26 persons (4,7/1.000 KH), that the cause of high infant 
mortality are BBLR and Asphyxia. This study aims to evaluate the implementation of Comprehensive 
Emergency Newborn and Obstetric Care (PONEK) at RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle of 
Takalar District. This study is a qualitative study with a phenomenological approach. Informants in 
this study are a head of medical services, a subsection head of program and planning, a responsible 
person of PONEK, and four executive officers of PONEK in the hospital. Informants were selected 
using the method of purposive sampling. The results showed that the resource was still not effective. 
The bureaucratic structure was clear, but there was Standard Operating Prosedure (SOP) delegation 
of authority that didn’t exist in the unit of PONEK. Communication of PONEK officers hasn’t been 
able to explain definitively about PONEK. Disposition is executed properly, but the hospital policy 
hasn’t applied rewards and conformity between the PONEK program with implementing organization 
is not eligible in accordance with hospital policy of PONEK. Based on these results, it’s recommended 
that the hospital can be able to update resources, bureaucratic structure, communication, and hospital 
disposition. 
Keywords: Evaluation, Policy Implementation, PONEK, Hospital. 
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PENDAHULUAN 
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
salah satu sasaran pembangunan nasional dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat 
yang tertuang dalam Millennium Development Goals (MDG’s) tahun 2015 dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014. Selain itu, adanya 
Kepmenkes No. 1051 Tahun 2008 menunjukkan adanya target dalam menurunkan kematian 
ibu dan bayi berdasarkan lingkup wilayah kerja kabupaten/kota
1
. 
AKI per 100.000 kelahiran hidup (KH) di Indonesia cenderung meningkat dari 226 
(2008) menjadi 390 (2009), kemudian menurun menjadi 220 (2010) dan 199 (2011), tetapi 
pada tahun 2012 menunjukkan AKI di Indonesia melonjak tinggi sebesar 359/100.000 KH. 
Sedangkan, AKB per 1.000 KH di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang bermakna 
dari tahun 2008-2011 sebesar 34/1.000 KH, tetapi pada tahun 2012 menunjukkan AKB di 
Indonesia menurun sebesar 32/1.000 KH
2,3
. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJM) tahun 2014 menargetkan pada tahun 2014 AKI sebesar 118/ 100.000 KH 
dan AKB sebesar 24/1000 KH. Kemudian, MDG’s tahun 2015 menargetkan AKI di Indonesia 
pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH dan AKB 23/1000 KH
1,4
. 
Salah satu kendala lambatnya penurunan AKI dan AKB adalah hambatan terhadap 
penyediaan dan akses pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Walaupun kasus 
obstetri dan neonatal sudah mendapat pelayanan di tingkat puskesmas yang 
menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), namun belum 
semua fasilitas pelayanan dasar mampu menangani kasus-kasus tertentu. Jika pertolongan 
pada kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dapat ditangani secara tepat, maka akan 
mempercepat penurunan AKI dan AKB
5
. 
Kunjungan pasien persalinan di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle selalu meningkat 
jumlahnya selama tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1050 orang, kemudian 
meningkat pada tahun 2011 sebanyak 1088 orang, dan meningkat kembali pada tahun 2012 
sebanyak 1248 orang. Tetapi, peningkatan kunjungan pasien persalinan tidak sejalan dengan 
penurunan AKI dan AKB di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle yang cenderung fluktuatif, 
walaupun telah mencapai standar Kepmenkes No. 1051 Tahun 2008 sesuai standar rumah 
sakit, yaitu <200/100.000 KH untuk AKI dan <20/1.000 KH untuk AKB. Peningkatan 
kunjungan pasien khususnya jumlah pasien persalinan di rumah sakit menandakan bahwa 
rumah sakit juga harus meningkatkan status pelayanan persalinan dengan pemenuhan sarana 
dan prasarana neonatal dan maternal
1,6
. 
  
3 
 
Penyebab langsung kematian ibu merupakan aspek medis yang harus ditangani oleh 
tenaga medis atau tenaga kesehatan. Menurut data Laporan Rekam Medik RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2013 bahwa penyebab kematian ibu pada tahun 2012 
disebabkan oleh perdarahan. Jika perdarahan adalah penyebab kematian utama ibu, maka 
terjadinya perdarahan dikarenakan adanya manajemen persalinan kelas III yang kurang 
adekuat
1
. Selain itu, kematian bayi tertinggi di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle 
disebabkan oleh faktor Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 10 bayi dan Asfiksia 
sebanyak enam bayi. Jika kematian bayi/perinatal tertinggi disebabkan oleh faktor BBLR dan 
Asfiksia, maka ini membuktikan bahwa kedua faktor tersebut disebabkan oleh kondisi ibu 
saat melahirkan
7
. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 
di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar. 
 
BAHAN DAN METODE 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten 
Takalar pada bulan Desember tahun 2013. Populasi penelitian adalah pegawai yang bekerja di 
RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan PONEK. 
Sampel pada penelitian ini adalah informan yang berjumlah tujuh orang, dimana informan 
tersebut adalah kepala bidang pelayanan medik, kepala subbagian program dan perencanaan, 
penanggung jawab PONEK, dan empat petugas pelaksana PONEK rumah sakit. Informan 
dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang dilakukan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, 
studi dokumentasi, dan observasi, dimana dilakukan dengan cara reduksi data, display data, 
dan verifikasi dan penegasan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Informan kunci dalam penelitian ini adalah penanggung jawab PONEK dan kepala 
bidang pelayanan medik. Karakteristik informan dikumpulkan meliputi jenis jabatan, jenis 
kelamin, pendidikan terakhir, umur, golongan, dan masa jabatan. Salah satu orang diantara 
tujuh informan adalah laki-laki dan enam orang lainya adalah perempuan dengan pendidikan 
terakhir meliputi dokter spesialis, dokter umum, S1 sosial, DIII kebidanan, dan DI Kebidanan 
dengan rentan umur antara 23 tahun sampai dengan 48 tahun. 
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Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle 
belum mencukupi ketersediaan tenaga PONEK secara kuantitatif berdasarkan standar 
Kepmenkes No. 1051 Tahun 2008. Selain itu, rumah sakit juga masih memiliki petugas 
PONEK yang belum mengikuti pelatihan PONEK. Tetapi, informan menjelaskan bahwa 
syarat menjadi petugas PONEK adalah harus memiliki latar belakang pendidikan yang 
mendukung PONEK dan punya pengalaman dibidang PONEK. Kemudian, wewenang 
petugas PONEK RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle berbeda-beda dan terdapat petugas 
PONEK yang melaksanakan tugas di luar bidang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Selain 
itu, penanggung jawab PONEK memiliki otoritas dalam mendelegasikan wewenangnya 
kepada residen, apabila penanggung jawab PONEK tidak sempat memberikan pelayanan 
kepada pasiennya. Petugas PONEK sebenarnya mengetahui adanya alokasi anggaran khusus 
PONEK, tetapi mereka tidak mengetahui berapa besar alokasi anggaran tersebut. Selain itu, 
ada informan yang menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran PONEK diperolah dari APBN 
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Kesehatan dalam bentuk Dana Alokasi 
Khusus (DAK). 
“…Ada alokasi anggaran khusus PONEK…yang mengatur alokasi anggaran PONEK itu 
dari DAK (Dana Alokasi Khusus), itu dari pusat (APBN Kementerian Kesehatan). 
Biasanya anggaran PONEK itu di dapat dalam bentuk peralatan sesuai dari permintaan 
alat yang diajukan. Besarnya anggaran yang dialokasikan dari pusat disesuaikan dengan 
barang yang diajukan”. 
(NE, 48) 
Ketersediaan alokasi anggaran PONEK bukan hanya dari kementerian kesehatan, 
tetapi ada juga dari anggaran operasional, yaitu anggaran Jampersal, Jamkesmas, maupun 
Jamkesda. Namun, anggaran operasional tersebut bisa digunakan kalau terdapat kebutuhan 
yang mendesak, sehingga penanggung jawab PONEK harus menganggarkan kebutuhan 
tersebut dalam bentuk proposal. Informan lain mengatakan bahwa proses alokasi anggaran 
berasal dari adanya kebutuhan dari unit PONEK sendiri dan pihak bagian perencanaan yang 
menganggarkan besaran anggaran yang harus disediakan. Alokasi anggaran tersebut diajukan 
kepada DPR untuk dilegalkan dan dilakukan proses pelelangan. Ketersediaan fasilitas seperti 
peralatan PONEK telah mencukupi, tetapi peralatan yang ada di rumah sakit belum 
melengkapi semua kebutuhan yang diharapkan di unit PONEK. Kemudian, terdapat beberapa 
peralatan yang belum difungsikan karena keterbatasan pengetahuan petugas dalam 
menggunakan peralatan tersebut. 
“…Peralatan disini belum difungsikan secara maksimal, disini banyak alat, cuma belum 
di tahu cara menggunakannya”. 
          (MW, 23) 
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Penyelenggaraan PONEK di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle membagi pelayanan 
menjadi empat bagian, yaitu Pelayanan UGD/Kamar Bersalin, Pelayanan Perinatalogi, 
Pelayanan Nifas, dan Pelayanan OK/GSR, sehingga petugas PONEK melakukan tanggung 
jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Informan menjelaskan bahwa koordinasi setiap 
pelayanan PONEK dalam memberikan pelayanan kesehatan berjalan dengan konsisten dan 
jelas. Semua pelayanan yang ada di unit PONEK saling berkoordinasi sesuai dengan prosedur 
dan kebutuhan pasien, misalnya koordinasi dengan Pelayanan Instalasi Laboratorium, 
Instalasi Radiologi, dan Unit Transfusi Darah. SOP PONEK rumah sakit sudah berjalan 
dengan baik dan semua informan telah memahami SOP sehingga petugas PONEK mampu 
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada di unit PONEK. Informan 
juga mengatakan bahwa terdapat beberapa SOP yang ada di unit PONEK, yaitu SOP 
penerimaan dan penanganan, SOP pelayanan seperti SOP Perdarahan, SOP Partum, SOP 
Abortus, dan sebagainya. Tetapi, salah satu informan menjelaskan bahwa ketersediaan SOP 
pendelegasian wewenang masih dalam proses pembuatan surat keputusan (SK) direktur 
rumah sakit. 
“…Untuk SOP pendelegasian wewenang itu harusnya ada, tapi saat ini belum keluar dari 
direktur. SK-nya rencana bulan ini baru keluar”. 
(MT, 40) 
Petugas PONEK telah mengetahui pelayanan program PONEK dan telah mampu 
membedakan pelayanan antara kebijakan PONEK di rumah sakit dengan kebijakan PONED 
yang ada di puskesmas. Beberapa informan memberikan gambaran mengenai alur proses 
pelayanan program PONEK pada saat pasien masuk atau di rujuk di RSUD Haji Padjonga 
Daeng Ngalle. Kemudian, terdapat tiga dari lima petugas PONEK yang mengetahui tentang 
visi dan misi program PONEK di rumah sakit dan juga mengetahui tujuan didirikan program 
PONEK. Semua informan menyebutkan bahwa yang menjadi sasaran kebijakan PONEK 
adalah ibu hamil dan ibu dalam kondisi pasca melahirkan, baik rujukan maupun tanpa 
rujukan. Semua informan juga sudah mengetahui dan memahami cara dalam melaksanakan 
SOP.  
“…Iya, kita disini melayani petugas PONEK sesuai dengan SOP yang ada. Jadi, setiap 
pelayanan ada SOP nya. Apalagi SOP disini di taruh di dinding. Jadi, bukan alasan lagi 
kita tidak tahu atau lupa SOP”. 
(HM, 37) 
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa semua informan bekerja berdasarkan 
sift yang telah ditentukan.  
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“…Jadi, kita dibagi kehadiran menjadi 3 sift. Kalau sift pagi dari jam 6 sampai jam 2, sift 
siang dari jam 2 sampai jam 10 malam, dan sift malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi” 
(SR, 33) 
Ketersediaan insentif khusus PONEK di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle 
sebenarnya belum ada, tetapi ketersediaan insentif jasa pelayanan di rumah sakit sudah ada. 
Meskipun demikian, besar intensif jasa pelayanan sudah cukup besar sesuai dengan kebijakan 
otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
“…Kalau insentif khusus PONEK itu sendiri tidak ada, tapi insentif jasa pelayanan itu 
ada. Kalau mengenai PONEK itu sendiri sudah cukup, tinggal bagaimana meningkatkan 
kualitas pelayanan karena pelayanannya 24 jam kan. Itukan tergantung dari otoda 
(otonomi daerah)” 
(MT, 40) 
 
Pembahasan 
Kegagalan dalam implementasi kebijakan PONEK dapat terjadi jika implementor 
tidak mencukupi, ataupun tidak berkompeten di bidangnya
8,15
. Menurut Winarno bahwa para 
pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan. Kurangnya petugas PONEK yang terlatih akan menghambat 
pelaksanaan kebijakan PONEK yang menjangkau banyaknya pembaruan
9
. Latar belakang 
pendidikan dan pengalaman dibidang PONEK bagi petugas PONEK merupakan syarat utama 
petugas PONEK dalam memberikan pelayanan kesehatan khusus PONEK, sebab kedua syarat 
tersebut merupakan modal dasar petugas PONEK dalam melayani pasien maternal dan 
neonatal, sehingga mendukung mutu program PONEK di rumah sakit.  
Hal ini berlaku bagi petugas PONEK di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle, dimana 
semua petugas PONEK rumah sakit yang di tunjuk menjadi tim PONEK berdasarkan SK 
direktur rumah sakit memiliki pengalaman di bidang PONEK dengan berlatar belakang 
pendidikan di bidang kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat. Berkaitan dengan itu, 
adanya petugas PONEK yang memiliki kemampuan asuhan persalinan normal (APN), juga 
akan mempermudah kepala ruangan untuk menempatkan mereka diberbagai bidang pelayanan 
pada program PONEK, sebab petugas PONEK yang berkemampuan APN dapat melayani 
berbagai kasus pasien maternal di rumah sakit. 
Faktor lain yang penting dalam melaksanakan kebijakan PONEK adalah wewenang. 
Sumber daya manusia pelaksana kebijakan harus memiliki kewenangan yang diperlukan 
dalam melaksanakan kebijakan tersebut
15
. Kewenangan PONEK merupakan sumber daya 
yang mempengaruhi efektifitas dalam mengimplementasikan kebijakan PONEK
16
. Para 
pelaksana kebijakan PONEK terkadang dihadapkan oleh suatu masalah dan mengharuskan 
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mereka untuk menyelesaikan masalahnya dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaksana 
kebijakan PONEK seharusnya diberikan kewenangan yang bersifat formal agar pelayanan 
dilaksanakan dengan efektif. Pada prinsipnya, wewenang petugas PONEK RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle tergantung pada tugas pokok dan fungsinya. Wewenang dilakukan 
untuk melihat bagaimana tanggung jawab dalam melayani pasien PONEK.  
Alokasi anggaran merupakan aspek sumber daya yang sangat mendukung kelancaran 
pelaksanaan suatu kebijakan, sebab tanpa alokasi anggaran, implementasi kebijakan tidak 
akan berjalan secara efektif
17
. Jika alokasi anggaran tersedia, maka pelayanan PONEK yang 
seharusnya diberikan kepada masyarakat juga tersedia, begitu pula sebaliknya. Oleh karena 
itu, kebutuhan sumber daya anggaran PONEK akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan PONEK. Ketersediaan anggaran membuat disposisi para pelaksana kebijakan 
menjadi meningkat
15
. Alokasi anggaran PONEK pada dasarnya disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan PONEK berupa sarana dan prasarana, baik peralatan maupun non-peralatan. Jika di 
lihat dari pengetahuan petugas PONEK, masih terdapat petugas PONEK yang belum 
memahami mengenai kebijakan alokasi anggaran PONEK. Hal ini perlu disampaikan karena 
alokasi anggaran yang dikeluarkan mempengaruhi pelayanan program PONEK, sebab alokasi 
anggaran PONEK yang sifatnya transparan/terbuka akan memudahkan petugas PONEK 
dalam memberikan saran mengenai fasilitas yang kurang yang nantinya dapat memenuhi 
kebutuhan PONEK di rumah sakit. 
Fasilitas merupakan bentuk sarana dan prasarana yang dipakai untuk 
mengoperasionalisasikan suatu implementasi kebijakan yang mempermudah dalam 
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan
19
. Jika pelaksanaan kebijakan PONEK di 
dukung oleh staf yang memadai dan berkompetensi, tetapi tidak di dukung oleh fasilitas berupa 
sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan PONEK pasti terhambat dan tidak berjalan 
dengan efektif. Ketersediaan fasilitas, seperti peralatan PONEK telah mencukupi di RSUD Haji 
Padjionga Daeng Ngalle, tetapi peralatan yang ada di unit tersebut belum melengkapi semua 
kebutuhan yang diharapkan di PONEK. 
Tata laksana organisasi alur kerja merupakan pedoman bagi anggota organisasi dalam 
menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga di peroleh kesamaan sikap maupun persepsi dari 
seluruh elemen dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Salah satu dari aspek 
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang terstandar 
(SOP) dan jelas, tidak membingungkan mulai dari awal hingga akhir
11
. Menurut Edward 
bahwa dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, 
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juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang 
kompleks tanpa menghambat implementasi
12
. 
Struktur organisasi yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor yang bertindak dan fragmentasi 
yang memerlukan koordinasi
9
. SOP yang baik bagi suatu organisasi pemerintah khususnya 
rumah sakit merupakan proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakan. SOP di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dalam melaksanakan 
kebijakan PONEK sudah ada, jelas, dan sesuai dengan tupoksi petugas PONEK, sehingga 
tidak menghambat jalannya implementasi kebijakan ini. Petugas PONEK di setiap bidang 
pelayanan sudah memahami dan menjalankan SOP sesuai dengan kebijakan rumah sakit, 
seperti SOP penerimaan dan penanganan dan SOP pelayanan lainnya, tetapi masih ada SOP 
yang masih menunggu SK direktur rumah sakit, seperti SOP pendelegasian wewenang yang 
masih belum dikeluarkan. Hal ini karena SOP pendelegasian wewenang merupakan salah satu 
standar Kepmenkes No. 1051 Tahun 2008 yang harus ada dalam penyelenggaraan PONEK di 
rumah sakit. 
Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa 
badan yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi. Apabila struktur organisasi 
dilaksanakan dengan sistem fragmentasi, maka pelayanan akan terbagi-bagi dan setiap 
pelayanan tersebut memerlukan koordinasi untuk menangani masing-masing pelayanan
9,15
. 
Berdasarkan penelitian dalam mengimplmentasikan kebijakan PONEK, pembagian pelayanan 
program PONEK sudah jelas karena pelayanan PONEK terbagi menjadi empat pelayanan, 
yaitu Pelayanan UGD/Kamar Bersalin, Pelayanan Perinatalogi, Pelayanan OK/GSR, dan 
Pelayanan Nifas. Koordinasi antar instalasi sudah berjalan dengan baik dan konsisiten. Hal ini 
dapat di lihat dari koordinasi unit PONEK yang mengirim surat pengantar pasien kepada 
instalasi penunjang setiap pasien membutuhkan pelayanan penunjang, seperti Instalasi 
Laboratorium, Instalasi Radiologi, dan Unit Transfusi Darah (UTD). 
Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan 
dan sasaran implementasi suatu kebijakan publik
16
. Suatu kebijakan akan berjalan dengan 
baik, jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok 
yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut
11
. Menurut pandangan Edward, informasi 
kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat 
mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kelompok sasaran 
kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan 
  
9 
 
secara jelas dan konsisten. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui 
sama sekali oleh kelompok sasaran akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran
15
. 
Banyak hal yang menyebabkan terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan dapat 
menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang di 
maksud antara lain adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 
Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif 
adalah transmisi yang menghendaki agar kebijakan yang berupa keputusan-keputusan dan 
perintah-perintah harus diteruskan kepada implementor kebijakan, tetapi juga kepada 
kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung 
terhadap kebijakan tersebut. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditrasmisikan dengan baik
9,15
. Tansmisi informasi mengenai alur proses pelayanan PONEK di 
RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle telah dilaksanakan dengan baik, dimana petugas PONEK 
mampu menjelaskan alur proses pelayanan PONEK. Hal ini tentunya sangat membantu rumah 
sakit dalam meningkatkan keberhasilan kebijakan PONEK karena pihak petugas PONEK 
melaksanakan tupoksi dengan baik dan pihak pasien terbantu dengan adanya arahan dari 
petugas PONEK mengenai tindakan apa yang harus dilakukan pasien dalam kondisi tertentu. 
Menurut Edward bahwa sering kali instruksi-instruksi yang diteruskan pada 
pelaksana-pelaksana kabur. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan 
dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan 
mungkin bertentangan dengan makna awal. Ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak 
selalu menghalangi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi yang di terima oleh 
para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
15
. Jika petugas PONEK tidak 
mengetahui visi, misi, dan tujuan kebijakan PONEK, maka target yang ingin dicapai rumah 
sakit dan pemerintah akan kabur dan tidak jelas yang menyebabkan program PONEK tidak 
berjalan sesuai yang diharapkan. 
Petugas PONEK telah mengetahui yang menjadi sasaran kebijakan PONEK, yaitu ibu 
hamil dan ibu pasca melahirkan, baik pasien rujukan maupun pasien tanpa rujukan. Hal ini 
membuat proses transmisi komunikasi dapat berjalan dengan baik karena petugas PONEK 
memberikan respon yang baik kepada pasien yang datang di rumah sakit dalam memberikan 
pelayanan PONEK. 
Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan 
jelas. Perintah yang sering berubah-ubah akan menimbulkan kebingungan dari pelaksana 
kebijakan
18
. Apabila implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah 
pelaksanaan harus konsisten dan jelas, meskipun perintah-perintah yang disampaikan kepada 
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para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi jika perintah tersebut 
bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan 
menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak 
konsisten akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar 
dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan
11
. 
Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para 
pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai 
kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Suatu organisasi kebijakan tentunya harus 
mengangkat pelaksana kebijakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan agar implementasi 
kebijakan yang diinginkan tidak menimbulkan hambatan yang nyata. Oleh karena itu, 
komitmen pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi demi kepentingan masyarakat. 
Komitmen petugas PONEK merupakan orang-orang yang memiliki sikap dedikasi dalam 
bekerja, seperti bekerja berdasarkan pembagian sift, bekerja dalam tim, dan kesediaan 
mematuhi aturan yang berlaku di rumah sakit khususnya untuk kebijakan PONEK, sehingga 
dapat dikatakan bahwa komitmen berjalan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh 
rumah sakit khususnya unit PONEK. 
Menurut Edward, salah satu cara untuk memotivasi para pelaksana untuk 
melaksanakan kebijakan, yaitu dengan cara memberikan insentif baik berupa penghasilan 
tambahan maupun penghargaan tertentu. Proses implementasi kebijakan sering ada 
mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik
13
. 
Kebijakan PONEK mengenai insentif dapat bermakna positif atau negatif. Kebijakan dapat 
bermakna positif jika petugas PONEK diberikan penghargan apabila berhasil melaksanakan 
tugasnya. Kebijakan dapat bermakna negatif jika petugas PONEK selaku pelaku pelanggaran 
dapat dijatuhkan sanksi apabila kedapatan melanggar aturan. Sanksi dapat berupa teguran 
maupun pemotongan jasa pelayanan. 
Korten mengatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat 
kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara program dengan 
organisasi pelaksana adalah suatu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program 
dengan kemampuan organisasi pelaksana, dimana jika organisasi pelaksana program tidak 
memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasi 
pelaksana tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat
14
. Jika program PONEK 
tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit dan petugas PONEK tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan PONEK rumah sakit, maka tujuan yang 
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ditetapkan rumah sakit tidak dapat dicapai sesuai yang ditentukan. Penelitian di RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle menunjukkan bahwa program PONEK yang diselenggarakan di 
rumah sakit belum memenuhi syarat sumber daya dan struktur birokrasi secara efektif karena 
segi sumber daya masih terdapat kekurangan staf/petugas PONEK secara kuantitas dan 
kualitas, kewenangan petugas PONEK yang belum jelas, sarana dan prasarana termasuk 
peralatan yang belum lengkap dan segi struktur birokrasi masih terdapat SOP yang belum 
dikeluarkan oleh direktur rumah sakit, yaitu SOP pendelegasian wewenang. 
Organisasi pelaksana dalam hal ini adalah petugas PONEK tidak memenuhi ketentuan 
yang diterapkan rumah sakit, misalnya dari segi komunikasi masih terdapat kekurangan dari 
aspek transmisi dan kejelasan, dimana transmisi masih terdapat petugas PONEK yang belum 
mampu menjelaskan perbedaan antar pelayanan PONEK dengan pelayanan penunjang 
PONEK lainnya dan kejelasan masih terdapat petugas PONEK yang belum mengetahui visi, 
misi, dan tujuan didirikan PONEK. Segi disposisi masih perlu pembaruan, dimana insentif 
petugas PONEK tidak memiliki insentif khusus PONEK dan hanya mengandalkan insentif 
jasa pelayanan, dan PONEK rumah sakit tidak menerapkan sistem reward/penghargaan bagi 
petugas PONEK yang berprestasi. Oleh karena itu, program dan organisasi pelaksana PONEK 
belum memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan PONEK rumah sakit, sehingga diasumsikan 
bahwa RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle tidak dapat mencapai tujuan yang ditargetkan.      
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum sesuai dengan 
standar Kepmenkes No. 1051 Tahun 2008 karena jumlah petugas PONEK yang dibutuhkan 
masih kurang secara kuantitas dan segi kualitas masih ada petugas PONEK yang belum 
mengikuti pelatihan PONEK, terdapat petugas PONEK yang bekerja di luar tupoksinya, 
alokasi anggaran sudah baik dan sudah berada pada ketentuan pemerintah, fasilitas PONEK 
masih belum sesuai dengan standar Kepmenkes. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan 
kebijakan PONEK di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle sudah jelas dan sesuai dengan 
sistem di rumah sakit, tetapi masih belum tersedia SOP Pendelegasian wewenang. 
Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan PONEK di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle 
sudah jelas dan konsisten, tetapi terdapat petugas PONEK yang belum mengetahui visi, misi, 
dan tujuan PONEK. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PONEK di RSUD Haji Padjonga 
Daeng Ngalle telah dilaksanakan dengan baik. Kesesuaian program dengan organisasi 
pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan PONEK di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle 
belum menyesuaikan program PONEK yang diterapkan dengan organisasi pelaksana, dimana 
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program dan organisasi pelaksana belum memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan PONEK 
rumah sakit, sehingga rumah sakit tidak dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada RSUD Haji Padjonga Daeng 
Ngalle perlu menambah jumlah staf/petugas PONEK sesuai dengan kebutuhan dan standar 
Kepmenkes yang diterapkan rumah sakit agar petugas PONEK bekerja sesuai dengan 
tupoksinya, perlu meningkatkan kompetensi petugas PONEK dengan mengikutkan pelatihan 
PONEK untuk petugas PONEK secara bertahap agar semua petugas PONEK dapat terlatih 
sesuai kebijakan PONEK berdasarkan standar Kepmenkes, perlu membuat regulasi mengenai 
kriteria peserta pelatihan PONEK, serta perlu memperbarui fasilitas PONEK dengan 
menyesuaikan standar Kepmenkes. RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle juga perlu 
mengeluarkan SOP pendelegasian wewenang di rumah sakit dan meningkatkan orientasi bagi 
para petugas PONEK yang baru direkrut agar skill mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran 
PONEK dapat diketahui dan dipahami dengan baik. Selain itu, RSUD Haji Padjonga Daeng 
Ngalle perlu menerapkan sistem reward/penghargaan kepada petugas PONEK yang 
berprestasi dan pemerintah tetap mempertahankan alokasi anggaran PONEK di RSUD Haji 
Padjonga Daeng Ngalle setiap tahun guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang 
belum lengkap. 
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Tabel 1. Daftar Karakteristik Informan Penelitian di RSUD Haji Padjonga Daeng 
 Ngalle Kabupaten Takalar 
Inisial 
Informan 
Jabatan 
Pend. 
Terakhir 
Jenis 
Kelamin 
Umur 
Masa 
Jabatan 
(Tahun) 
MT Penanggung Jawab 
PONEK 
Dr. Sp. OG L 40 7 
NY Kabid. Pelayanan 
Medik 
Dr. Umum P 41 4 
NE Kasubag. Program & 
Perencanaan 
S1 Sos. P 48 2 
MW Petugas Bagian 
Perinatologi 
DIII Keb P 23 2 
HM Kepala Bagian 
Nifas/Perawatan 
DI Keb P 37 8 
EI Petugas Bagian 
OK/GSR 
DIII Keb P 32 11 
SR Petugas Bagian 
UGD/Kamar Bersalin 
DIII Keb P 33 10 
Sumber: Data Primer, 2013 
 
 
